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RESUME HASIL PEMERIKSAAN  

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 
47.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026. 

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari 
salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern 
dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh 
langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan 
BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem 
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut. 

1. Realisasi belanja melampaui anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar 
Rp18.885.101.331,00 yaitu pada Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Pertimbangan Objektif Lainnya, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan 
Belanja Modal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal tersebut 
mengakibatkan anggaran atas belanja disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang 
senyatanya; dan 

2. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai 
ketentuan diantaranya terdapat ASN yang masih menerima tunjangan anak meskipun 
anak yang masuk dalam daftar tunjangan telah menikah atau telah berusia lebih dari 21 
tahun dan kurang dari 25 tahun namun tidak melanjutkan pendidikan. Hal tersebut 
mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 
Rp61.004.680,00, risiko kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras 
maksimal sebesar Rp2.760.541.646,00, dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 




